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Pada hariini seIasa tanggalsatu buIan oktobertahun dua ribu semb"a"belas yang bertanda tangan
di bawah inⅡ :

工. Nama
Alamat

Jabata"

2. Nama
AIamat

Jabatan

Dra。 susanti,m。 AP
Komplek Perkantoran dan PemukiFnan Terpadu Pemerintah Proˇ insi κep。 Bangka
BeIitung Gedung κantor Gubernur Lt。 ⅡI J1.Pulau Banε ka κeIurahan Airltam
Kepala D∶nas Pemberdayaan Perempuan, Pe"indungan Anak, κependudukan
Pencatatan sipⅡ dan PengendaⅡ an Penduduk Keluafga Berencana daIam haIini
bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan,PerIindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan sipⅡ  dan Penε endaⅡan Penduduk κe丨uarga
Berencana yang seIa∶ `∶∶iutnya disebut PIHAK PERTAMA.

DFs。 Ⅲ.sOLEH,ⅢⅢ

κompIek Perkantoran dan Pemuk∶ rnan Terpadu Pemerintah Proˇ insi κep.Bangka
BeIkung
κepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka BeⅡ tung daIam haI ini
bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi κepu丨 auan Bangka
Belitung yang selanJutnya disebut PlHAκ  κEDuA.
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虫.

2.

PIHAⅡ PERTAMA dan PIHAκ  XEDVA yang seIa刂 utnya secara bersamaosama d‘ ebut PARA PIHAκ
,

terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

bahwa PIHAK PERTAⅢ J` adaIah unsur peIaksana PemerintahProvinsiκ epuIauan Bangka
BeIitung d∶  bidang kependudukan dan pencatatan sip∶ I yanε bertanggung jawab kepada
GubeFnurκ epuIauan  Bangka  BeⅡ tung  yanε   berwenang  dan  berkew。 :】

1i∶
ban  melayani

pemanfaatan NOmor Induk κependudtJkan (NlK), Data Kependudukan dan KTP eIektFOnik
kepada lembaga pengε una, yaitu Organisas∶  Perangkat DaeFah Provins∶Kepulauan Bangka
BeⅡtung;

f    j

bahwa PlHAκ κEDuA adalah D∶nas Pend:dikan Provinsi Kepulauan Bangka BeⅡ tung yang
merupakan Organisas:Perangkat Daerah Prov∶ nsiKepuIauan Bangka Bel∶ tung;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangˉ undangan sebaga∶ berikut:

工。   Undang~undang NOmor 23 Tahun 2006 tentang Adn,in∶ stras∶  Kependudukan (Lembaran
Neξara Repub"k lndonesia Tahun2oo6NOmor生 24氵 Tambahan LembaFan Negara Republik
丨ndonesia NOmor4674),sebagairnana teIah diubah dengan undangˉUndang NOmor24Tahun
20虫3(Lembaran Neε ara RepubⅡ k Indonesia Tahun2o⊥3Nomor232,Tambahan Lembaran
Negara RepubⅡ k1ndones∶ a NOmoF5475);

2.   undangˉ undangNOmor土 上Tahun2008tentang lnforrnas∶ dan Transaksi Elektronik(Lembara"
Negara RepubI∶ k Indonesia Tahun2008NOmor58,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4843),sebaε airnana telah d∶ ubah dengan undangˉ undang Nomor△9Tahun
20⊥6(Lembaran Negara RepubⅡ kIndones∶a Tahun20± 6Nomor25土 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik lndones∶a NOmor5952);

3.   Peraturan Pemerintah NOmor37Tahun200了 tentang Pe丨aksanaan undang~undahg NOmoF
23Tahun2oo6tentang Adrninistra$i κependudukan(Lembaran Negara RepubⅡ k lndonesia
Tahun 2oo7 "omor 80, Tambahan LembaFan Negara RepubⅡ k Indonesia Nomor 4736)
sebagairnana teIah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOmor生 02Tahun20虫 2(Lembara11
NegaFa RepubⅡ k∶ ndones∶ a Tahun2o生 2NOmor265,Tambahan LembaFan Negara RepubⅡ k
Indonesia NOmor5373);

4.   Peraturan PemeHntah NOmoF82tahun2o±2tentang PenyeIengε aFaan sistern dan Transaksi
E!ektronik (Lembaran NegaFa RepubⅡ k Indonesia Tahun 20⊥ 2 NOmor ⊥89, Tambahan
Lembaran Negara RepubⅡ k Indones∶ a NOmor5348);

5.   Peraturan Pres∶ den NOmor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis NOmorInduk Kependudukan secara Nasiona1sebagairnana te丨 ah diubah bebeFapa
kali,teFakhir dengan Peraturan Presiden NOmor土 生2Tahun20±3(Lembaran Negara Repub"k
lndonesia Tahun20虫 3NOmor257);

6.   Peraturan IⅥ enteri Da丨arn Negeri NOmor6工 Tahun2o生 5tentang Persyara扔 n,Ruang Lingkup
dan Tata Cara PembeFian Hak Akses serta Pemanfaatan NOmorlnduk Kependudukan(NIK),
Data κependudukan dan Kartu丁anda Penduduk叵 lektron∶ k。

Berdasarkan halˉ hal sebagaiFnana tersebut d∶ atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk
membuat PeFJanJIan κe刂asama tentang Pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan dan Data
κependudukan dengan ketentuan sebagai ber∶ kut:
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Pasal工

ⅢAKsUD DAⅡ TVJUA"

Maksud dan tiJ【iuan PeI∶;anJan κe1∶jasama:ni ada:ah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA

P∶ⅡAh daIaΠ l pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan NOmorlnduk κependudukan.

PasaI2

F  棰                  RuA"G LI"Gκ up

Ruang Ⅱngkup Pe刂 anjian κe刂a$ama ini meⅡ puti:

a.  Pemanfaatan NOmorlnduk Kependudukan。
b。  Pemanfaatan Data Kependudukan.

PasaI3
κWAJIBAN P^RA PIHAκ

(生) PIHAⅡ pERTAⅢA mempunya∶ kew刽 iban:

a。  Pemanfaatan NOmorlnduk Kependudukan:

生. memfas"itasi pemberian Nomor Induk Kependudukan kepadaPlHAκ  κEDU^ dan
memberi  tanda  pada  NOmoF  丨nduk  Kependudukan  yang  sudah  d刂 arnin

ketunεga!annya;dan

2. membe"kan b∶ rnbingan tekn∶ s dan pendampingan teknis tentang iFnpIementasi
kewaJIban PlH^κ KEDUA untuk mencantumkan NOmorInduk κependudukan dalam
layanan PIHAκ  κEDUA atas biaya P∶ HAκ κEDuA。

b.  Pemanfaatan Data κependudukan:

⊥.  memfa$Ⅱ itasi pember∶ a" hak akse$secara terbatas kepada PⅡ 刂Aκ ⒒EDu盅 sesuai

den{:;an kebutuhan,ya【 lg dik日ji OIeh T∶ rn Tekn∶ s dari pARA PIHAκ  untuk Fnendapatkan
persetuJuan PIHAκ  PERTAⅢA atas nama Gubernur κepuIauan Bangka BeⅡ tung;

2. menyediakan jaFingan komunikas;data daH PIHAK PERTAⅢ A kepada PIHAK ⅡEDuA
untuk± (satu)tiΙ k atas b∶ aya P:HAⅡ ⅡEDUA;

3.  memfas∶ I∶tas∶  pemberian birnb∶ ngan tekn∶$ dan pendamp∶ ngan teknis tentang
irhpIementasi pemanfaatan Data κependudukan oleh PlHAκ  PERTAⅢA kepada
P∶HAK hEDVA;dan

4·  me叫 aga kerahas∶ aan, keutuhan冫 dan kebenaFan data yang diperOIeh dan diakses
dariPIHAK κEDUA WaIaupunjangka waktu Pe刂 anj∶an κe刂asama initeIah berakh∶ r。

(2) PIHAκ  κEDuA mempunyai kewaJban:

,   a. ·Pemanfaatan NOmorInduk κependudukan:

⊥。  mencantumkan NOmor Induk Kependudukan yang sudah d刂arn∶n ketunggalannya
daIarn set∶ap Iayanan yamg d⒒ erbkkan P∶ HAκ κEDuA dalam member∶ kan pelayanan
kepada pubⅡ k;dan
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2.  menyediakan perangkat dan tenaε a teknis sefta angε aran untuk pe丨aksanaan
birnbingan tek"∶s dan pendampingan teknis guna keIancaran irnpIementas;
kew刽:ban PlHAK KEDUA untuk mencantumkan NOmorInduk κependudukan dalam
layanan PlHAκ  κEDUA,

b。  Pemanfaatan Data Kependudukan:

土.  me刂 a【nin kerahas∶ aan` keutuhan, dan kebenaran data yang diakses daⅡ  PlHAⅨ
pERTAmA WaIaupunjanε ka waktu Pe刂 anJian κe刂asama∶ ni te丨 ah berakh∶ r;

?卢  叩enyediakan  perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
尸 
∮  κependudukan;

3, menu树 uk secara tertuⅡ s 土 (satu) °rang p叫 abat tetap di PIHAⅡ κEDU^sebaga∶
pengeIOIa hak akses yang d∶ be西kan wewenang dan tanggunε  jawab OIeh P∶ HAⅡ
KEDu^;

4衤  menyampaikan  secara  tertuⅡ$  usulan  nama冖 nama  petugas  pengguna  data
kependudukan dari peε awai tetap pIHAK κEDUA kepada PlHAκ PERtAⅢA meIalui
pengelOIa hak akses;

5.  menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data daFi PIHAκ
PERTAⅢA kepada PIHAK κEDU^untuk生 (satu)titi吒

6.  meny:apkan dukungan anggaran untukjar∶ ngan komun∶ kasi data koneks:tas dari titik

pene"maan hak akses dari PIH^κ  PERTAⅢ A ke titikotitik lainnya dilingkungan PIH^κ

κEDUA sesua∶ kebutuhan;

7。  menyed∶ akan anεgaran untuk pelaksanaan b∶ 了nbingan teknis dan pendampingan
teknis tentanε ∶了npIementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yanε  dikeIOIa OIeh PIH^κ  ⅡEDUA yanε sudah dilengkap∶ dam dibersihkan
oIeh PIHAK PERTAMA;dan

8.  memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAκ  pERTAm^untuk rnenarik data
yang dirniIiki PlHAκ  ⅡEDU^guna melengkapi database kependudukan n1∶ 丨ik PlHAκ
PERTAM^。

pasa14

HAκ PARA PIHAⅡ

(土) PIHAK PERTAⅢA mempunyaihak

a。  Pemanfaatan NOmorlnduk Kependudukan:

Mengawasi pe∶aksanaan kew臼刂iban PlHAκ κEDu^untuk Imencantumkan NOmoF I"duk
Kependudukan dalam layanan yang diterbitkan PIHAκ  κEDUA,

b。  Pemanfaatan Data κependudukan:

⊥。  member∶ kan perset叫uan terhadap u$ulan PIHAκ  κEDuA tentanε  pengeIOIa hak
akses dan petugas pengguna data kependudukan;

2.  mengawasI pelaksanaan pemanfaatan Data κependudukan;dan

3,  mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAκ  κEDuA untuk pengkinian data
yang dirniIiki oleh PlHAκ  KEDuA guna melenε kap∶  Jatabase kependudukan
secaranas∶ ona丨。
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(2) P丨 HAK KEDuA mempumyaihak:

a。   Pemanfaatan NOmor∶ nduk κependudukan:

mendapatkan Nomorlnduk κependudukan yang teIah d耵 aFn∶ n ketungga∶annya untuk

9eIuruh penε gunaan layanan yang di$elenggarakan oleh PIHAK κEDUA;dan

mendapatkan birnb;ngan teknis dan pendampingan tekn∶ s tentanε  irnplementasi
kewaJ:bal^【 PIHAK κEDUA untuk mencantumkan NOmor lndL1k Kependud【、芯kan yang
t仑 tah d刂an1im ketumggaIannya daIam layanan yang diterbitkan PlHAK κEDVA.

bⅡ  Pemanfaatan Data Kependudukan:

生。  mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesua∶ kebutuhan
dengan perset吨 uan terIebih dahulu dari PIHAK PERt^Ⅲ A;dan

2.  mendapatkan birnbingan tekn∶ s dan pendampingan tekn∶ s tentang ;FnpIementas;
penggunaan hak akses Data Kependudukan。

PasaI5
EV^LUAsl DA"P叵 LAPORAⅡ

(虫)  PlHAK κEDUA berkew刽 iba¤  membuat laporan beFkaIa pemanfaatan NOmor 【nduk
Kependudukan dan Data κependudukan per semester,buIan Juni untuk semester peFtama
1:Ian buIan DesembeF untuk semesteF kedua kepada P∶ HAκ PERTAⅢ A dengan tembusan
DirektuFJenderaI Kependudukan dan Pencatatan sipiI dan Gubernur.

(2)  PlH^κ PERTAmA meIakukan evaluas∶ pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan dan Data
κependudukan secara berkala atas lapoFan PIHAK κEDuA sebaga∶ Fnana d∶ rnaksud pada ayat
(⊥

).

(3)  P∶HAⅨ PERTAⅢA dapat了neIakukan evaluasi pemanfaatan NOmor lnduk κependudukan dan
Data Kependudukan sewaktuⅢ waktu。

(4)  Has∶I evaIuas;sebagaiFnana diFnaksud pada ayat(2)d∶ IapoFkan kepada Gube「 nur dengan
tembusan Menteri Dalam "eger∶ meIaIui DiFektur JendeFal Kependudukan dan Pencatatan
s∶ pil。

PasaI6
JAⅡGKA WAKTu

Pe刂anJan κe刂asama ∶ni muIai berlaku s钊 ak ditandatanεaninya Pe刂 anJian Ke刂 asama :ni OIeh
PAnA PlHAκ sampa∶ dengan tanggal土 0ktober2024dan dapat diperpa刂 ang atas peFset呵 uan
PARA p∶ HA【 11.

PasaI7
κEAD^A"mEMAKsA fFOnc=MnJEEJnE,

Apabi丨a te刂 adi  ha卜haI di  Iuar kekuasaan  PARA PlHAκ  atau  keadaan  memaksa,
dapatdiIakukan perubahan pelaksanaan Pe刂 anj∶an Ke刂asama atas perset刂 uan PARA pIHA⒕。
Keadaan memaksa sebaga∶ rnana diFnaksud pada ayat (生 ), ada丨ah adanya keb刂 akan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dⅡ anJutkannya pe1aksanaan PerJanjⅡan
Ke刂asama ini dan apabiIa te刂 ad∶ ha卜hal d∶ Iuar kekuasaan PAR^PIHAκ 臼

丘.

2馋
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paglg
BERAⅡ HIRⅡYA PE础MJIAⅡ κERJAsnⅢ

^
Pe:∶ianjian KeI∶ iasama berakh∶ r apab∶ Ia:

a。  jangka waktu Pe刂 anj∶an Ke刂asama teIah seIesai;atau

b。  atas kesepakatan P舳 PIHAK uJntuk Fη enga掀hiri ke刂asama sebe【 um jangka waktu Pe刂 a【刂ian
κe刂asama berakh∶ r。

Pasa19
PE"VELCsAlAⅡ PER$EL:sIHAⅡ

(土) Apabi:a dikemud∶ an hari tirnbuI perrnasalahan daIam perbedaan penan§ ran dan pelaksanaan
Pe刂anj:an Ke刂 asama in: antara PARA p∶ HAK akan diselesaikan $ecara musyawarah untuk
mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat seba鹰 息柙naⅡa d∶ Fnaksud p各 d娥 ayat(⊥ )t∶ dak teFcapai`
gTtaka akan d∶ selesa∶ kan sesuai dengan peFattIram perundang~undanε an。

pa搦Ing
凵叱:蹲-LAlⅡ

茭生)  DaIam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan mateⅡ  Pe刂 anjian κe刂asama
∶m∶9rnaka dapat d∶ lakukatl peFubahan ata$perset刂 uan PARA PIHAK。

(2)  PertIbahan sebagaimana diFnak$tId pada 嚣yat (生) d⒒ uangkan dalafn ^dJeJ,JⅡ m yang
瑚eF刂pakan bagian ya"gt:刂 ak terpisahk裰赭蟠a咯 卩宕刂a印j∶a"κ e刂asama:ni.

(3)  κetentuanˉ ketentuan ya泗 g beⅡ萌fat tekn〖$ 钮am operasional dalam pelaksanaan Pe刂 anjian
Ke刂asama ini akan disusu田 daIaFn standaFd operas∶ onal dan PFOsedur(sOP)n

Pasa【 虫虫

PEⅡUTUP

Demikian Pe刂anjian Ke刂 asama ini dibuat dalam Fanε kap2(dua),Fnasing。 mas∶ ng di0ubuhi matera∶

Cukup dan rnempunyai kekuatan hukurn yang sama seteIah ditandatanε ani pAR田1PlHAK.

plHAK PERtAMA

,ⅢⅢ
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